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TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI

PURWOKERTO BANYUMAS

ABSTRAK
INDAH OKTAFIYANI

NIM. 1717301014

Black market adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil
curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Di antara barang-barang
yang dijual di black marekt, yang memiliki peminat tinggi adalah Handphone,
Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT). HKT ilegal yang beredar di Indonesia
adalah HKT yang memiliki IMEI tetapi tidak terdaftar di basedata milik
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. HKT dengan IMEI tidak terdaftar
secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1
Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak
seluler. Disisi lain, pembatasan akses terhadap HKT illegal dibaca sebagai
peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membuka jasa unlock
HKT yang sudah atau akan dibatasi oleh Kemkominfo. Jasa unlock HKT yang
sudah terblokir tersebut terindikasi melenceng dari prinsip ijarah karena
merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa  Registrasi
IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto Banyumas
dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik Jasa
Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto
Banyumas.
Penelitialn ini merupalkaln jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data
primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan MY, BS, dan SW beserta
beberapa masing-masing konsumennya. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles
and Huberman (penyajin data, reduksi data, dan menarik kesimpulan).
Praktik jasa regsitrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga
mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui market place, atau dengan
cara menghubungi MY melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan mekanisme yang
diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau melalui
pesan singkat WhatsApp. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang
dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori ij rah al-fudul dengan
statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain
itu ij rah yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk transaksi yang dilarang
oleh Hukum Islam karena akad ini masuk kedalam kategori ijarah al fudul dan
bestatus mauquf atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang
melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.
Kata kunci: ij rah, HKT, registrasi IMEI, ilegal
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Handphone, Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT)  menjadi salah satu

komoditi dagang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya

minat masyarakat terhadap penggunaan HKT  memiliki dampak positif dari

aspek ekonomi, akan tetapi juga memiliki dampak negatif dari aspek hukum.

Meningkatnya aktivitas jual beli HKT tentu menjadikan proses produksi

hingga proses distribusi alat tersebut tidak lagi melalui proses yang baik dan

legal secara hukum. Bukti konkret dampak negatif tersebut adalah

meningkatnya peredaran HKT illegal atau black market di masyarakat.1

Maraknya peredaran HKT  ilegal yang didapat dari pasar gelap atau black

market oleh beberapa kalangan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar atas

mahalnya harga HKT yang dikeluarkan oleh gerai resmi yang proses impornya

sudah dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.2

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia

untuk memerangi HKT ilegal adalah dengan menerapkan aturan IMEI

(International Mobile Equipment Identity). IMEI terdiri dari 15 digit nomor,

berfungsi sebagai identitas perangkat. Tujuannya agar setiap

perangkat HKT yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa

dipantau dengan baik.3

1 Kementerian Perindustrian, Identifikasi IMEI Majalah Solusi, April 2020, h. 9
2 Hasil wawancara dengan MY pada tanggal 2 April 2022
3 Cut Medika Zelatifanny, “Respon Pengguna Twiter terhadap Regulasi Pengendalian

Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI” Jurnal IPTEK-Kom Vol. 21 No, (2019), h. 140.
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Setiap HKT yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara meregisterasikan

nomor IMEI yang tertera pada HKT dengan membayar bea masuk dan pajak

dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka HKT tersebut

sudah terdaftar di database miliki Kementerian Perindustrian RI, maka HKT

sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia.  Namun

apabila HKT tidak dapat diregsitrasikan pada database milik Kementerian

Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak

membatasi akses HKT  di wilayah Indonesia. Mengenai ketentuan

kepabeanannya, setiap HKT yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak

dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk impor HKT

melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan

registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan untuk impor HKT

melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT)

selaku kuasa pemilik barang.4

Sejatinya aturan registrasi IMEI untuk HKT adalah untuk melindungi

warga negara Indonesia sebagai konsumen. Konsumen yang membeli HKT

dengan nomor IMEI tidak terdaftar akan mendapat potensi masalah yang tidak

dapat dicover dengan garansi yang resmi. Misalkan konsumen tidak mendapat

garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak sebanding dengan

kerusakan HKT yang dibeli. 5

4 Website Resmi Bea Cukai, Ketentuan Registrasi IMEI,  diakses pada tanggal 2 Juli
2022 https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html

5 Andika Prawira Buana, dkk, “Implikasi Pelaksanaan” h. 130.
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HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi

berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Atau dengan kata lain HKT

tersebut terblokir dari semua jaringan provider yang tersedia di Indonesia.

Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik HKT  mendaftarkan IMEI

di base data milik Kementerian Perindustrian RI  dengan beberapa syarat. Di

antaranya:

1. Setiap  individu diperbolehkan membeli ponsel maksimal dua unit dari luar

negeri.

2. Nilai kedua unit ponsel tersebut tidak boleh lebih dari 500 dolar AS (setara

dengan Rp7,3 juta), baik hand carry maupun pengiriman.

3. Apabila melewati batas nilai harga dan jumlah unit tersebut, pengguna

yang kelebihan membawa unit ponsel akan disita dan diperbolehkan

membawa pulang hanya dua unit saja.

4. Jika ada kelebihan nilai, akan dikenakan biaya PPN 10 persen dan PPH 7,5

persen dari harga.

5. Sementara itu, bagi ponsel asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia

melalui perusahaan jasa kiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan

oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.6

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka IMEI HKT tidak dapat

didaftarkan ke basedata milik Kementerian Perindustrian RI. Dengan kata lain

HKT tersebut terblokir atau diblacklist atau tidak akan mendapat layanan

6 Direktorat Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI, “Ketentuan Registrasi IMEI”
https://www.beacukai.go.id, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 13.47
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provider jaringan. Hal ini dibaca oleh beberapa orang sebagai peluang untuk

mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa unblock bagi HKT dengan

IMEI bermasalah. Jasa tersebut dilakukan oleh pihak di luar Kementerian

Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun

Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Kepabeaan dan Cukai

Republik Indonesia. Dengan kata lain praktik tersebut ilegal dan tidak

dibenarkan oleh hukum7.

Banyaknya HKT yang dibeli secara illegal melalui black market. Black

market adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil

curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Salah satu yang dijual

melalui black market adalah produk HKT. Bagi masyarakat kalangan bawah,

produk-produk black market adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan

harganya yang jauh dibawah standar. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan

kerugian yang tidak sedikit bagi negara, karena produk-produk yang dijual

melalui black market tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus

diterimakan kepada negara. 8

Barang-barang illegal yang melalui black market dan tidak melalui proses

pembayaran bea impor barang HKT inilah yang menjadi sasaran utama

pemberlakuan pembatasan akses yang dilakukan oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika. Disisi lain, pembatasan akses terhadap HKT

illegal dibaca sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan

7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian
Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui
Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)

8 Tim Yuridis.Id, “Kerugian Negara Terhadap Penujualan Produk Elektronik pada
Blackmaret serta Sanksi Pidana” Yuridis.Id
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membuka jasa unlock HKT yang sudah atau akan dibatasi oleh Kemkominfo.

Salah satu pelaku yang membuka jasa unlock atau registrasi IMEI secara illegal

adalah MY. MY membuka jasa registrasi IMEI secara illegal dengan berbagai

macam tarif. Tarif yang variatif tergantung dari layanan yang didapat oleh

konsumen. Tarif dan layanan yang diberikan di antaranya:9

Tabel 1.1 Layanan Registrasi IMEI MY

No Tarif Layanan Jangka Waktu Masa Aktif
1 Rp. 90.000,00 Proses Cepat 3 Bulan
2 Rp. 130.000,00 Proses Cepat 6 Bulan
3 Rp. 180.000,00 Proses Cepat 1 Tahun
4 Rp. 475.000,00 Proses Lambat Permanen
5 Rp. 500.000,00 Proses Cepat Permanen

Selain MY, pelaku yang membuka jasa unlock atau registrasi IMEI secara

illegal adalah BS. Tarif yang ditawarkan oleh BS berbeda dengan MY. BS

hanya menawarkan dua jenis layanan, yaitu permanen dan temporer dengan

tarif sebagai berikut:10

Tabel 1.2 Layanan Registrasi IMEI BS

No Tarif Jangka Waktu Masa Aktif
1 Rp. 150.000,00 6 Bulan
2 Rp. 525.000,00 Permanen

Peneliti juga menemui SW yang awalnya bekerja kepada BS, namun saat

ini SW sudah membuka jasa unblock atau registrasi IMEI secara mandiri.

Layanan yang diberikan oleh SW tidak jauh berbeda dengan yang diberikan

oleh BS, yaitu temporer dan permanen dengan tarif11:

9 Wawancara dengan MY pada tanggal 3 Juni 2022
10 Wawancara dengan BS pada tanggal 10 Juli 2022
11 Wawancara dengan SW pada tanggal 10 Juli 2022
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Tabel 1.3 Layanan Registrasi IMEI SW

No Tarif Jangka Waktu Masa Aktif
1 Rp. 160.000,00 6 Bulan
2 Rp. 530.000,00 Permanen

Paljalk dallalm Islalm dikenall dengaln nalmal ḍaribah. Paljalk menurut Imalm

All Ghalzalli daln Imalm All-Juwalini aldallalh alpal yalng diwaljibkaln oleh pengualsal

(pemerintalh) kepaldal oralng kalyal (waljib paljalk) dengaln menalrik dalri merekal

alpal yalng dipalndalng dalpalt mencukupi (kebutuhaln negalral daln malsyalralkalt).

Aldalpun ḍaribah menurut istilalh kontemporer aldallalh iuraln ralkyalt kepaldal kals

negalral berdalsalrkaln undalng-undalng sehinggal dalpalt dipalksalkaln dengaln talnpal

ballals jalsal oleh negalral secalral lalngsung. Paljalk dipungut dalri ralkyalt

berdalsalrkaln normal hukum untuk menutup bialyal produksi balralng-balralng daln

jalsal kolektif untuk mencalpali kesejalhteralaln umum.12

Seperti yalng sudalh dijelalskaln dialtals, balhwal setialp oralng halnyal boleh

membalwal malksimall dual HKT daln nilalinyal tidalk lebih dalri 500$.  Jikal alda l

kelebihaln nilali daln jumlalh HKT, alkaln dikenalkaln bialyal Paljalk Pertalmbalhaln Nilali

(PPN) 10% daln Paljalk Penghalsilaln (PPh) 7,5% dalri halrgal altalu yalng bialsal disebut

dengaln Beal Malsuk Balralng Impor.

Beal malsuk yalng dikenalkaln kepaldal balralng-balralng impor di dallalm Islalm

sering disebut dengaln all-‘usyr altalu yalng secalral halrfialh memiliki (العشر)

malknal sepersepuluh ( 1
10

). Sedalngkaln secalral terminologis aldallalh pungutaln

sepersepuluh dalri halrgal komoditals impor oralng-oralng kalfir dalri negalral halrbi

yalng malsuk kedallalm negalral muslim. Imalm boleh saljal menguralngi altalu

12 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31-32
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menalmbalh altalu balhkaln menghalpus nominall sepersepuluh tersebut dengaln

kemalslalhaltaln.13

Malsal kekhallifalhaln Umalr Bin Khalttalb pemberlalkualn all-‘usyr(العشر)

halnyal kepaldal oralng-oralng kalfir dihalpus daln diubalh dengaln diberlalkukalnnyal

all-‘usyr -kepaldal semual balralng yalng malsuk impor termalsuk balralng (العشر)

balralng dalri negalral altalu oralng-oralng muslim. Umalr Bin Khalttalb menentukaln

nominall all-‘usyr sesuali dengaln riwalyalt Ziyald bin Hudalir sebalgali (العشر)

berikut “Balhwal Umalr bin Khalttalb mengutusnyal dallalm urusaln all-‘usyr (العشر) 

ke Iralk daln Syalm daln memerintalhkalnnyal untuk mengalmbil 2,5% dalri

pedalgalng muslim, 5 % dalri pedalgalng ḍimmi, daln 10 % dalri pedalgalng halrbi.14

Beal malsuk Impor di Indonesial sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm UU

nomor 17 Talhun 2006 Tentalng Perubalhaln UU Nomor 10 Talhun 1995 Tentalng

Kepalbealnaln. Beal Malsuk Impor daln all-‘usyr (العشر)  dallalm Islalm aldallalh saltu

bentuk yalng salmal, yalitu pungutaln terhaldalp oralng yalng berdalgalng di wilalyalh

merekal dengaln prosentalse yalng berbedal-bedal sesuali dengaln kondisi zalmaln.

Sedalngkaln paldal zalmaln modern yalng dijaldikaln alcualn aldallalh talrif spesifik.15

Membalyalr paljalk (termalsuk beal cukali) bukalnlalh hall yalng dilalralng.

Balhkaln membalyalr paljalk memiliki hukum yalng waljib sebalgali interpretalsi

terhaldalp ketalaltaln kepaldal pemerintalh (uli al-almri) yalng sesuali dengaln firmaln

Alllalh subhalnalhuwaltal’allal dallalm suralt aln Nisal alyalt 59 berikut

13 Ahmad Syarbasha, Qomus al Iqtishod al Islami (t.k, Dar al-Jail, 1981), h. 294
14 Nurul Hidayati, “‘Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam” Tawazufan :

Journal of Sharia Economic Law Vol 1. No. 1, 2018, h.75
15 Moch. Yusuf Bachtiar, “Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan” Jurnal Hukum
dan Syariah Vol 5, No 2, 2014, h. 212
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َ وَاَطِيـْعُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلىِ الاَْمْرِ مِنْكُمْۚ  فَاِنْ تَـنَازَعْتُ  ّٰɍيَُّـهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْٓا اَطِيـْعُوا ا ٰٓʮ  ٍمْ فيِْ شَيْء
اَحْسَنُ Ϧَْوِيْلاً  فَـرُدُّوْهُ اِلىَ اɍِّٰ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنـْتُمْ تُـؤْمِنُـوْنَ ɍʪِِّٰ وَالْيـَوْمِ الاْٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيرٌْ وَّ 

Walhali oralng-oralng yalng berimaln! Talaltilalh Alllalh daln talaltilalh Ralsul
(Muhalmmald), daln Uli al-A lmri (pemegalng kekualsalaln) di alntalral kalmu.
Kemudialn, jikal kalmu berbedal pendalpalt tentalng sesualtu, malkal

kemballikalnlalh kepaldal Alllalh (All-Qur'aln) daln Ralsul (sunnalhnyal), jikal

kalmu berimaln kepaldal Alllalh daln halri kemudialn. Yalng demikialn itu
lebih utalmal (balgimu) daln lebih balik alkibaltnyal

16 .

Malknal yalng terkalndung dallalm Suralt Aln Nisal Alyalt 59 aldallalh balhwal

Alllalh memerintalhkaln algalr kalum Muslimin talalt daln paltuh kepaldal-Nyal,

kepaldal ralsul-Nyal daln kepaldal oralng yalng memegalng kekualsalaln di alntalral

merekal algalr terciptal kemalslalhaltaln umum. Talalt kepaldal pemegalng kekualsalaln

altalu dallalm hall ini pemerintalh tidalk dilalralng dallalm Islalm, balhkaln diwaljibkaln

algalr kemalslalhaltaln daln ketenalngaln umalt terbentuk. Seperti yalng sudalh

disebutkaln di altals sallalh saltu bentuk ketalaltaln umalt Islalm terhaldalp pemerintalh

aldallalh membalyalr paljalk (termalsuk beal daln cukali) yalng sudalh ditentukaln.

Jalsal dallalm Islalm dikenall dengaln nalmal ijārah. Ijārah memiliki alrti

perjalnjialn tentalng pemalkalialn altalu pemungutaln halsil sualtu bendal, binaltalng,

altalu tenalgal malnusial untuk mengerjalkaln sualtu pekerjalalaln altalu sejenisnyal.17

Mal’jur altalu jalsal yalng diberikaln halruslalh sesuali daln dibenalrkaln oleh syalrialt

Islalm.18 Oleh kalrenal itu ulalmal fikih sependalpalt tidalk boleh menggalji tukalng

16 Al Quran, Terjemah dan Asbabunnuzul, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2015), h. 87
17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah (Bandung: Al

Ma’arif, 1995) h. 24
18 Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (t.k, t.p, 2011), h. 85
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sihir, menggalji pembunuh balyalraln, demikialn jugal tidalk boleh menggalji oralng

yalng merugikaln sallalh saltu pihalk altalu pihalk lalin.19

Pralktik Jalsal Registralsi IMEI (Internaltionall Mobile Equipment Identity)

Ilegall yalng dilalkukaln oleh MY, BS, dan SW aldallalh melalnggalr dual alturaln.

Yalng pertalmal aldallalh Peralturaln Menteri Komunikalsi Daln Informaltika l

Republik Indonesial Nomor 1 Talhun 2020 Pengendallialn Allalt daln/altalu

Peralngkalt Telekomunikalsi yalng Tersalmbung ke Jalringaln Bergeralk Seluler

Melallui Identifikalsi Internaltionall Mobile Equipment Identity (IMEI). MY, BS,

dan SW melalnggalr peralturaln tersebut dengaln allalsaln  di malnal MY, BS, dan

SW telalh membalntu pemilik HKT ilegall yalng sudalh dibaltalsi alksesnyal kalrenal

IMEI tidalk terdalftalr secalral resmi algalr kemballi memiliki alkses. Alturaln kedual

yalng dilalnggalr oleh MY aldallalh UU No. 17 Talhun 2006 Tentalng Perubalhaln

altals UU no 10 Talhun 1995 tentalng Kepalbealnaln. Di malnal MY, BS, dan SW

membukal jalsal registralsi IMEI dalri HKT yalng dibeli tidalk sesuali dengaln

alturaln pendistribusialn daln kepalbealnaln balralng impor yalng berlalku di

Indonesial altalu melallui blalck malrket ilegall talnpal melallui pendaltalaln di kalntor

Beal Cukali.

Berdalsalrkaln malsallalh di altals, malkal penulis tertalrik untuk melalkukaln

penelitialn dengaln judul Tinjalualn Fikih Mualmallalh Terhaldalp Jalsal Registralsi

IMEI (Internaltionall Mobile Equipment Identity) Ilegall di Purwokerto

Balnyumals.

19 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 231
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B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata

cara berhubungan antar sesama manusia baik hubungan tersebut bersifat

kebendaan maupun perjanjian perikatan. Tinjauan fiikih muamalah adalah

upaya meninjau tentang landasan hukum islam terhadap paktik tersebut,

apakah dibolehkan atau diharamkan menurut hukum islam.

2. Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Jasa atau ijārah  adalah mempekerjakan seseorang untuk

melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Bentuk ijārah ini

biasa disebut dengan pengupahan.20

Regitrasi berasal dari kata regitration yang memiliki arti daftar.

Registrasi merupakan proses melakukan pengisian atau pencatatan atau

pendaftaran sejumlah hal untuk memenuhi suatu persyaratan.

International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor

identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap

slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. Setiap ponsel

memiliki nomor IMEI yang mengidentifikasi ponsel.

Jasa registrasi IMEI adalah mempekerjakan seseorang untuk

melakukan pencatatan atau pendaftaran IMEI agar terdaftar di database

milik Kemenperin RI agar tidak aksesnya tidak dibatasi oleh Kemkominfo

RI.

20 Ali Hasan, Berbagai …. h. 236.
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3. Ilegal

Ilegal memiliki arti tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik jasa  Registrasi IMEI (International Mobile Equipment

Identity) ilegal di Purwokerto  Banyumas?

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI

(International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto

Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana prakatik jasa  Registrasi IMEI

(International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto

Banyumas.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap

praktik Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment

Identity) ilegal di Purwokerto Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Dapat menambah pengetahuan penulis dan  pembaca mengenai

tinjauan fiqih  muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI

(International Mobile Equipment Identity) secara ilegal.
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2) Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan

pengetahuan tentang tinjauan fiqih  muamalah terhadap praktik

Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity)

secara ilegal.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pembeli dan penjual dapat membantu memberikan informasi

terkait tinjauan fiqih  muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi

IMEI (International Mobile Equipment Identity) secara ilegal.

2) Bagi penegak hukum dapat membantu dan menjadi saran agar lebih

memperhatikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Perlu aldalnyal telalalh penelitialn-penelitialn sebelumnyal yalng digunalkaln

untuk mendukung permalsallalhaln-permalsallalhaln dallalm penelitialn ini yalng

melengekalpi teori yalng alkaln digunalkaln. Berikut beberalpal penelitialn-

penelitialn yalng dialmbil oleh peneliti yalng berkalitaln dengaln tindalkaln-tindalkaln

yalng melalnggalr hukum daln perundalng-undalngaln negalral sertal dijelalskaln

beberalpal perbedalaln daln persalmalaln dengaln fokus penelitialn yalng dilalkukaln

oleh peneliti, di alntalralnyal sebalgali berikut:

Table 1.4 Tinjauan Pustaka

No Referensi Halsil Penelitialn Persalmalaln Perbedalaln

1 Saliful Hudal/ UIN
Sunaln Kallijalgal

Yogyalkalrtal/
Tinjalualn Hukum
Islalm Terhaldalp Jalsal

Jalsal unlock tersebut
melalnggalr prinsip
ijārah yalitu
merugikaln oralng
lalin sehinggal tidalk

Persalmalaln
penelitialn
terletalk paldal

alnallisis hukum
islalm terhaldalp

Perbedalaln terletalk
paldal objek
penlitialn.
Penelitialn referensi
mengalnallisis
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Membukal Kode
Salndi Kontrol
Teknologi (Unlock)
Alndromalx
Smalrtfren21

sesuali dengaln
hukum Islalm altalu
tidalk dalpalt
dibenalrkaln dengaln
pertimbalngaln
merugikaln oralng
lalin sehinggal

melalnggalr prinsip
kealdilaln. Hall ini
menjaldi dilalralng
dallalm hukum Islalm

perbualtaln
yalng
melalnggalr
hukum negalral

hukum islalm
terhaldalp jalsal

unlock terhaldalp
salndi kontrol
Teknologi
Alndromalx
Smalrtfren.

Sedalngkaln
penelitialn yalng
alkaln dilalkukaln
oleh peneliti aldallalh
mengalnallisis
hukum Islalm
terhaldalp jalsal

mendalftalrkaln
IMEI ke balsedaltal

Kemenperin RI
secalral ilegall.

2 Alnindyal

Octalvialni/Alnallisis
Hukum Islalm daln
UU No. 8 Talhun
1999 Tentalng
Perlindungaln
Konsumen
Terhaldalp Resiko
Pralktik Juall Beli
Iphone refurbished
di BC Cell
Suralbalyal/
Universitals Islalm
Negeri Sunaln
Almpel Falkultals
Syalrialh daln Hukum

Pralktik juall beli
Iphone Refurbished
di BC Cell
Suralbalyal tidalk
memenuhi rukun
daln syalralt juall beli,
sehinggal tidalk salh
menurut hukum
Islalm kalrenal

balralng yalng
diperjuall belikaln
tidalk dijelalskaln
secalral representalsi.
Kalrenal dallalm
hukum Islalm halrus
jelals daln halrus

Persalmalaln
penelitialn
terletalk paldal

alnallisis hukum
islalm terhaldalp
perbualtaln
yalng
melalnggalr
hukum negalral

Perbedalaln terletalk
paldal objek
penlitialn.
Penelitialn referensi
mengalnallisis
hukum islalm
terhaldalp
perelindungaln
konsumen Blcalk
Malrket

Sedalngkaln
penelitialn yalng
alkaln dilalkukaln
oleh peneliti aldallalh

21 Saiful Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol
Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren”, skirpsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta)
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Jurusaln Hukum
Perdaltal Islalm
Progralm Studi
Hukum Ekonomi
Syalrialh
(Mualmallalh)
Suralbalyal

22

memberikaln
informalsi yalng
jelals kepaldal callon
pembeli daln
tralnsalksi seperti ini
termalsuk
mengalndung unsur
penipualn. Sehinggal

pralktik juall beli
Iphone Refurbished
di Suralbalyal dalpalt
dipalhalmi sebalgali
juall beli yalng tidalk
diperbolehkaln.

mengalnallisis
hukum islalm
terhaldalp jalsal

mendalftalrkaln
IMEI ke balsedaltal

Kemenperin RI
secalral ilegall.

3 Leghi Syalm
Suryal/Juall Beli
Halnd Phone Blalck
Malrket ditinjalu dalri
Perspektif Ekonomi
Islalm di Kotal

Malkalssalr/Jurusaln
Ekonomi Islalm
Falkultals Ekonomi
daln Bisnis Islalm
Universitals Islalm
Negeri Allaluddin
Malkalssalr23

Dallalm palndalngaln
islalm juall beli
halndphone blalck
malrket ini
mengalndung unsur
ghalralr. Dallalm
Islalm perlu aldalnyal

keterbukalaln yalng
dilalkukaln pihalk
pelalku usalhal altals
informalsi balralng
yalng ial juall.

Persalmalaln
penelitialn
terletalk paldal

alnallisis hukum
islalm terhaldalp
perbualtaln
yalng
melalnggalr
hukum negalral

Perbedalaln terletalk
paldal objek
penlitialn.
Penelitialn referensi
mengalnallisis
hukum islalm
terhaldalp
perelindungaln
konsumen Blcalk
Malrket.

Sedalngkaln
penelitialn yalng
alkaln dilalkukaln
oleh peneliti aldallalh
mengalnallisis
hukum islalm
terhaldalp jalsal

mendalftalrkaln
IMEI ke balsedaltal

22 Anindya Octaviani, “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell
Surabaya” Skripsi Tidak Diterbitkan (Surabaya, UIN Surabaya 2019)

23 Leghi Syam Surya, “Jual Beli Hand Phone Black Market Ditijau Dari Perspektif
Ekonomi Islam Di Kota Makassar” skripsi tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar)
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Kemenperin RI
secalral ilegall.

4 Alnnisal Yunialwalti
/Tinjalualn Hukum
Islalm Terhaldalp
Perlindungaln
Konsumen dallalm
Juall Beli
Halndphone
Supercopy (Studi
Kalsus Di Medial

Sosiall Instalgralm
@Wijalyalhalrto,
Yogyalkalrtal)/
Jurusaln Mualmallalh
Falkultals Syalri'alh
Daln Hukum
Universitals Islalm
Negeri Wallisongo
Semalralng24

Pertalmal; dallalm
juall beli halndphone
supercopy,
mekalnismenyal

salmal dengaln juall
beli paldal

umumnyal, alkaln
tetalpi juall beli ini
balnyalk
memberikaln
dalmpalk negaltif
balgi malsyalralkalt
daln jugal negalral

dalri sektor
perpaljalkaln. Kedual;
menurut Hukum
Islalm, juall beli
halndphone
supercopy ini
dihalralmkaln kalrenal

mengalndung lebih
balnyalk
mudhalraltnyal

dibalnding
kemalnfalaltalnnyal.

Persalmalaln
penelitialn
terletalk paldal

alnallisis hukum
islalm terhaldalp
perbualtaln
yalng
melalnggalr
hukum negalral

Perbedalaln terletalk
paldal objek
penlitialn.
Penelitialn referensi
mengalnallisis
hukum islalm
terhaldalp juall beli
balralng supercopy

Sedalngkaln
penelitialn yalng
alkaln dilalkukaln
oleh peneliti aldallalh
mengalnallisis
hukum islalm
terhaldalp jalsal

mendalftalrkaln
IMEI ke balsedaltal

Kemenperin RI
secalral ilegall.

F. Sistemaltikal Pembalhalsaln

Sistemaltikal pembalhalsaln merinci secalral galris besalr konten

pembalhalsaln penelitialn ini. Pembalhalsaln penelitialn ini berisi 5 balb yalng terdiri

dalri:

24 Annisa Yuniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam
Jual Beli Handphone Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto,
Yogyakarta)” skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2019)
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Balb pertalmal berisi pendalhulualn yalng menjelalskaln tentalng laltalr

belalkalng malsallalh, definisi opralsionall, rumusaln malsallalh, tujualn, kaljialn

pustalkal, sistemaltikal pembalhalsaln daln outline.

Balb kedual berisi lalndalsaln teori yalng membalhals konsep dalsalr teori

yalng yalng membalhals tentalng jalsal (ijārah) dallalm Islalm.

Balb ketigal berisi tentalng metode penelitialn yalng membalhals jenis

penelitialn, pendekaltaln penelitialn, sumber daltal, metode pengumpulaln daltal,

daln metode alnallisal daltal.

Balb keempalt, berisi tentalng halsil penelitialn yalng membalhals Pralktik

Jalsal Registralsi IMEI (Internaltionall Mobile Equipment Identity) Ilegall di

Purwokerto Balnyumals daln Jalsal Registralsi IMEI (Internaltionall Mobile

Equipment Identity) Ilegall di Purwokerto Balnyumals ditinjalu dalri fikih

mualmallalh

Balb kelimal merupalkaln penutup, yalng berisi kesimpulaln altals penelitialn
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari data-data yang diperoleh, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa regsitrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY

melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung dengan

MY, melalui marketplace, atau dengan cara menghubungi MY

melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Sedangkan mekanisme yang

diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau

melalui pesan singkat WhatsApp. Prosedur oleh MY, BS, dan SW

relatif sama, yaitu calon konsumen bersepakat mengenai layanan dan

harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Setelah itu calon konsumen

memberikan data yang diperlukan (KTP serta jenis HKT, merek HKT,

tipe HKT, dan nomor IMEI HKT). Setelah itu calon konsumen MY

membayar 75% sebagai DP sebelum proses dilakukan. Berbeda

dengan MY, pembayaran DP tidak diberlakukan oleh BS dan SW.

Setelah itu MY, BS, dan SW melakukan proses pendaftaran IMEI, dan

konsumen diminta menunggu lama waktu yang ditentukan. Setelah

proses selesai dan HKT siap digunakan, maka konsumen MY diminta

untuk melunasi kekurangan, sedangkan konsumen BS dan SW

diminta untuk membayar tagihan yang sudah disepakati.



78

2. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY,

BS, dan SW masuk kedalam kategori ijārah al-fudul. Menurut

Hanafiyah dan Malikiyah ijārah al-fudul statusnya mauquf

(ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik, bahkan menurut

Syafi’iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.

Selain itu ijārah yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk

transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam. Pelarangan ini masuk

kedalam kategori al-muharram li ghairihi, yaitu dilarangnya sestau

bukan karena hukum asalnya terlarang melainkan dilarang karena

pertimbangan eksternal. Pertimbangan eksternal yang menjadikannya

transaksi ini dilarang oleh Islam adalah karena akad ini masuk

kedalam kategori ijarah al fudul dan bestatus mauquf atau bahkan

batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum

negara dan peraturan pemerintah.

B. Saran

1. Bagi Musta’jir

Sebaiknya pelajari terlebih dahulu hukum Islam dari jasa unlock

dengan cara mendaftarkan IMEI  dari HKT yang sudah terblokir.

Selain itu perhatikan juga dari sisi hukum posistif yang berlaku di

Indonesia, karena jasa ini juga melanggar peraturan yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah dan juga merugikan negara.

2. Bagi Mu’jir
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a. Gunakanlah HKT legal dengan IMEI  yang sudah terdaftar

secara resmi di basedata milik Kementerian Perindustrian RI.

Menggunakan HKT illegal yang biasa didapat melalui

balckmarket dapat merugikan negara dari segi pemasukan.

b. Gantilah HKT yang sudah terblokir oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika. Apabila ingin mengganti HKT,

periksa dengan teliti sebelum membeli HKT. Apakah IMEI

sudah terdaftar resmi atau belum.

3. Bagi Pihak yang Berwajib

Lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang sudah dibuat agar

transaksi sejenis ini dapat ditekan dan diminimalisir. Hal ini

dikarenakan menurut musta’jir belum ada tindakan yang massif dari

pihak yang berwenang untuk menghentikan praktik jasa ini.
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